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ABSTRAK

KETERBUKAAN UU NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DALAM
MENGHADAPI PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA

Oleh

INTAN KURNIAWATI

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesat
perubahannya. Sehingga peraturan-peraturan yang hanya mendasarkan semata-mata
kepada Undang-undang saja akan selalu dirasakan seperti ketinggalan, karena undang-
undang selalu dirasakan kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat.
Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun
dalam Praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi
polisi atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian yang ada di dalam masyarakat
yang berupa: musyawarah keluarga; musyawarah desa; musyawarah adat dsb. Praktek
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum
formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada
penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses
ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun
perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat
untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian
masalah di bidang hukum pidana

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut
bagaimana penghentian proses perkara pidana dengan alasan kehendak masyarakat tidak
bertentangan dengan Hukum Acara Pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dan
untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian
sosiologi hukum. Untuk membahas permasalahan diatas penulis melakukan penelitian
secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Populasi dalam penulisan skripsi ini adalah
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Metode pengambilan sample yang
digunakan adalah Purposive Sampling. Sample dalam penulisan skripsi ini adalah 2
orang Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri
Bandar Lampung. Data yang diperoleh diolah dengan melakukan editing, Kklasifikasi,
sistematisasi data, dan setelah itu data diolah dengan menggunakan metode induktif.



Intan Kurniawati

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap beberapa
kasus-kasus kecil sudah terbukti tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada yang
berdampak pada kesengsaraan rakyat. Berdasarkan surat Telegram Kapolri No. Pol :
B/3022/X11/2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus
melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) dijelaskan bahwa salah satu bentuk
penyelesaian masalah dalam penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)
yaitu : Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil,
penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR, Penyelesaian kasus pidana
dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun
apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg
berlaku secara profesional dan proporsional, Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan
ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat
sekitar dengan menyertakan RT RW setempat, Penyelesaian kasus pidana dengan
menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas
keadilan, Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah
masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai
kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR,
Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh
oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif . Dalam era keterbukaan saat ini,
pembentukan opini publik dapat juga dimasukkan sebagai salah satu faktor yang
mempengaruhi proses penegakan hukum merupakan faktor masyarakat dalam arti yang
luas. Diakui bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari
kajian sosiologi hukum yaitu meliputi: Faktor Hukumnya sendiri yakni Undang-undang ,
Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor
Kebudayaan

Untuk menerapkan suatu peraturan Perundang - Undangan tidak cukup hanya
menerapkan pasal - pasal yang ada akan tetapi tidak kalah pentingnya melihat keadilan di
masyarakat, artinya kalau suatu peraturan Perundang-Undangan mau diterapkan dilihat
dulu akan menghasilkan keadilan dimayarakat atau tidak, kalau tidak menghasilkan
keadilan tidak perlu diterapkan. Penegak hukum hanya menggunakan teori kekuasan
belaka tidak perduli diterima atau di tolak, dan ini sangat berbahaya karena akan menjadi
penegak hukum yang sangat otoriter bukan penegak hukum yang memberi rasa keadilan.
Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada kehidupan
yang tertib, adil dan sejahtera. Melalui pemerintahnya harus mampu menyelenggarakan
roda kenegaraan berdasarkan hukum sebagai aturan main dalam mengeluarkan berbagai
kebijakan. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, maka pemerintah
dalam suatu negara senantiasa menciptakan stabilitas politik, sehingga keputusan-
keputusan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten dalam upaya menuju kepada
kepastian hukum, demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.



. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah
peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang
memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai dan
menjaga eksistensinya didunia telah diakui. Indonesia adalah negara yang berdasarkan
kepada hukum (rechtaat), hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan
kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sehingga tujuan hakiki dari hukum bisa tercapai
seperti keadilan, kepastian dan ketertiban. Secara normatif hukum mempunyai cita-cita
indah namun didalam implentasinya hukum selalu menjadi mimpi buruk dan bahkan
bencana bagi masyarakat. Ketidaksinkronan antara hukum di dalam teori (law in a book)
dan hukum dilapangan (law in action) menjadi sebuah perdebatan yang tidak kunjung
hentinya. Terkadang untuk menegakkan sebuah keadilan menurut hukum harus melalui

proses-proses hukum yang tidak adil.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari atau mendapatkan atau setidak-
tidaknya mendekatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya
dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara

jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang didakwakan melakukan



suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya minta pemeriksaan serta putusan dari

pengadilan guna menentukan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan.

Ketentuan Pasal 17 KUHAP menyatakan bahwa : “perintah penangkapan dilakukan
terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti
permulaan yang cukup”. Bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan Pasal 17
KUHAP, yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya Tindak Pidana sesuai dengan
bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP. Menurut Yahya Harahap (2002 : 54) “Pasal ini
menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang,

tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Undang-undang No. 8
tahun 1981, terdiri dari 22 Bab dengan penjelasannya. Apabila kita telaah proses
penyelesaian perkara pidana berdasar Undang-undang No. 8 tahun 1981, terdapat
beberapa tahapan sebagai berikut : Tahap pertama proses penyelesaian perkara pidana
dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik. Dengan wewenang yang sesuai
dengan Pasal 5 KUHAP sebagai berikut :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan Barang Bukti.
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda
pengenal diri.
4.  Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Masyarakat bangsa-bangsa memiliki keragaman akar dan sistem hukum satu sama
lain. Sistem peradilan di Indonesia menganut civil law, hukum sipil yang

berdasarkan kode sipil yang terkodifikasi. Sistem hukum ini berakar dari sistem
hukum Romawi (Roman Law) yang dipraktikan oleh negara-negara Eropa



Kontinental, termasuk bekas jajahannya. Peninggalan produk hukum Belanda
sampai saat ini masih berlaku. Menurut Civil Law dari segi hukum pidana maka
kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan individu, yang dalam
sehari-hari disebut “kepentingan umum?”. (H. Muchsin, 2005: 27-28)
Seseorang dapat dikatakan melanggar hukum hanya apabila ada keputusan hakim yang
tetap dan mengikat yang menyatakan bahwa seseorang tersebut telah terbukti secara sah
melawan hukum. Sebelum seseorang tersebut diadili oleh pengadilan, orang tersebut
berhak dianggap tidak bersalah atau hal ini dikenal dengan asas “praduga tak bersalah”

(presumption of innocence). Untuk dapat menentukan “kebenaran” akan hal tersebut

dengan bukti-bukti.

Ada banyak kasus hukum yang sangat menarik untuk ditelaah, yakni pencurian kakao
(buah cokelat), semangka, randu (kapuk), hingga yang terbaru terjadi di Serang Banten,
pencurian sehelai kaus. Maraknya pemberitaan tersebut mencerminkan berbagai hal
bergesernya nilai budaya Indonesia, keterbelengguan manusia akan undang-undang,

hingga kurang pahamnya Kita atas nilai dasar hukum.

Budaya hukum adalah salah satu subsistem yang paling berpengaruh atas penegakan
hukum. Secara umum, budaya hukum dapat kita bedakan menjadi dua bagian, internal
dan eksternal. Budaya hukum internal adalah budaya hukum yang ada pada penegak
hukum seperti polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Sementara budaya hukum eksternal
adalah budaya hukum yang ada pada masyarakat yang mewujud dalam persepsi, harapan,
dan kebiasaan masyarakat dalam hukum.

Menurut Supomo (1963:28) “Budaya hukum adalah faktor yang paling dominan dalam

penegakan hukum. Indonesia pada dasarnya memiliki budaya kolektivitas, komunal,



kemasyarakatan dan tidak bersifat individual”. Sementara pada budaya Barat, yang kuat
adalah faktor individuil. Kita tahu bahwa KUHP yang sekarang kita gunakan adalah
produk Barat yang ditransplantasikan atau ’dicangkokan’ pada negara kita. Secara
singkat perlu diketahui bahwa KUHP (Wetboek van Strafrecht) terlahir dari semangat hak
individual liberalisme. Berawal dari hukum Romawi, Eropa Barat (Perancis), Belanda
dan dengan asas konkordansi kemudian Wethoek van Strafrecht tersebut ‘berlabuh’ di
negeri kita menjadi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (melalui Staatsblad
1915 No 732).
Jadi hukum Barat pada dasarnya ‘dicangkokan’ di Indonesia. Sebenarnya
‘pencangkokan’ hukum ini banyak mendapat kritikan bahkan dari bangsa Belanda
sendiri sebagaimana pernah diungkapkan J van der Vinne, yang mengemukakan
keberatan-keberatan, yang terutama bersandar pada anggapan, bahwa hukum
Belanda akan janggal (niet geeigend) jika diberlakukan di Hindia Belanda
(Indonesia), (Supomo dan Djokosutono,1954:19).
Dalam masyarakat yang menganut nilai individualisme, terdapat sisi-sisi nilai
kemasyarakatan yang berkembang. Sebaliknya dalam masyarakat yang menganut
komunalisme terdapat sisi-sisi individualisme yang berkembang. Kasus-kasus semisal
Minah ‘kakao’, Aspuri ‘kaus’ telah membuktikan betapa masyarakat kita mulai menjadi

masyarakat yang individualis, menyingkirkan corak musyawarah dalam masyarakat kita.

Dan sekarang telah kita saksikan nilai kebudayaan kita mulai terkikis.

Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan
garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas,
Jawa Tengah. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam

kakao. Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada tiga buah



kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetiknya untuk
disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, tiga buah kakao itu tidak
disembunyikan melainkan digeletakkan begitu saja di bawah pohon kakao. Dan tak lama
berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT. RSA. Mandor itu pun bertanya,
siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya.
Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja
mencuri. Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji
tidak akan melakukannya lagi. Tiga buah kakao yang dipetiknya pun dia serahkan kepada

mandor tersebut.

Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja. Namun dugaanya meleset.
Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat
panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia
harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN)
Purwokerto. Majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Lugmono SH memvonisnya
1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah
dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian (Kompas Cyber Media,

17/2/10).

Lain halnya lagi dengan kasus yang dialami Aspuri. Aspuri mengambil kaus lusuh yang
diduganya sudah tak terpakai di pagar rumah tetangganya, Dewi. Dalam persidangan
terungkap, kaus itu rupanya karena sudah kotor dibuang Marhaban orang yang disuruh
Dewi untuk membersihkan rumahnya, kemudian kaus tersebut di letakkan ke pagar

setelah digunakan Marhaban untuk membersihkan perabotan rumah. Sehelai kaus itu



memang diambil Marhaban dari lemari Dewi untuk dijadikan lap. Aspuri kemudian
memberikan kaus tadi pada Juheli yang telah dianggap paman angkat oleh Aspuri.
Setelah Dewi melaporkan kasus tersebut kepada polisi, Marhaban baru menyampaikan

kepada Dewi bahwa dia yang membuang kaus ke pagar (Kompas Cyber Media, 17/2/10).

Penegakan hukum dalam perncurian kakao, kaus, semangka, randu dan yang lainnya
adalah potret penegakan hukum yang menyedihkan. Saya tidak mengatakan bahwa
seorang pencuri harus dibebaskan. Tetapi kasus-kasus semacam itu sebaiknya tidak
diproses dalam kerangka litigasi atas nama kepastian hukum. Penegak hukum harus
memahami bahwa kepastian hukum hanyalah satu dari tiga nilai dasar hukum: kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaannya ketiga nilai dasar hukum
tersebut terkadang memiliki suatu ketegangan (spannungverhaltnis) diantara yang
lainnya. Sebagai contoh jika mengutamakan kepastian hukum terkadang ia meminggirkan
keadilan dan kemanfaatan. Sebagai penegak hukum harus mengingat bahwa sekalipun
tiga nilai dasar hukum tadi tidak disusun secara hirarkis, namun keadilan harus

diutamakan, bukankah keadilan merupakan cita hukum

Maka dengan memperhatikan latar belakang dan permasalahan di atas serta mencermati
perkembangan kehidupan hukum, perubahan sosial, dan tuntutan yang berkembang
terutama penegakan hukum pidana telah menjadi bahan kajian dan pemikiran para
sarjana hukum. Maka dalam berkaitan dengan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi
ini dengan judul “Keterbukaan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana dalam Menghadapi Pandangan Masyarakat terhadap Penyelesaian

Perkara Pidana”.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

a. Apakah proses penghentian perkara pidana dengan alasan kehendak masyarakat tidak
bertentangan dengan Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP?

b. Apakah Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian

sosiologis hukum?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka ruang lingkup bahasan dalam penelitian
ini dibatasi pada keterbukaan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana dalam menghadapi pandangan masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana

dengan dibatasi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

a. Mengetahui proses penghentian perkara pidana dengan alasan kehendak masyarakat
tidak bertentangan dengan Hukum Acara Pidana berdasarkan KUHAP.

b. Mengetahui Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian

sosiologi hukum.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah:

a.  Secara teoritis, penulisan ini berguna untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana
penghentian proses perkara dengan alasan kehendak masyarakat tidak bertentangan
dengan Hukum Acara Pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

b. Secara praktis, sebagai sumber informasi atau bahan pembaca pembanding seperti

hakim, advokat, jaksa, terdakwa, mahasiswa, dan pihak yang membutuhkan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi
dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan  untuk
mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk

penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 123).

Keterbukaan dari suatu proses peradilan atau openbaar heid van het process, yang artinya
adalah bahwa putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan di dalam sidang pengadilan
yang terbuka untuk umum, atau pun juga sering dikatakan bahwa putusan dari pengadilan
itu harus dilaksanakan met open deuren atau dengan pintu-pintu terbuka, kecuali dalam
hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam mengadili
suatu perkara tidak boleh terjadi bahwa hakim itu mendapat tekanan dari siapapun dan

dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun dari penguasa.



Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
menggambarkan secara jelas mengenai oportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa agung
dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”. Dimana kepada
jaksa Agung diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan perkara, dalam arti
tidak mengajukan sesuatu perkara untuk diadili oleh pengadilan, yakni apabila

kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghentikan demikian.

Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan adalah merupakan tujuan hukum pada
umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya. Tegaknya hukum, kebenaran
dan keadilan sudah merupakan tuntutan manusiawi yang bersifat universal, setiap orang
kapanpun dan dimanapun selalu menginginkan ditegakkannya hukum, kebenaran dan
keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pembaharuan di bidang hukum
sebagaimana diamanatkan GBHN bahwa penegakan hukum, kebenaran dan keadilan

telah dipancangkan sebagai tujuan yang bersifat essensial.

Menurut Moeljatno (1955:1) yang dimaksud dengan hukum pidana adalah bagian
dari pada seluruh hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-
dasar dan aturan-aturan untuk :

a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang,
dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang
siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan
apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.



Sedangkan Menurut Moeljatno (1955:1), “ Hukum Acara Pidana adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberi dasar-dasar aturan-
aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada
pada sesuatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang

telah melakukan delik tersebut”.

Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana erat sekali hubungannya sehingga kadang-
kadang sulit untuk menentukan apakah sesuatu itu merupakan ketentuan Hukum Acara
Pidana atau ketentuan hukum Pidana. Hukum Acara Pidana berfungsi mengatur
bagaimana tata cara yang harus ditempuh agar hukum pidana dapat ditegakkan, dan
penegakan hukum pidana itu dilakukan dengan cara berusaha untuk mencari dan
mendapatkan kebenaran material (kebenaran yang selengkap-lengkapnya) dan diatas
kebenaran material yang didapatkan oleh hukum acara pidana itu ditegakkanlah

kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Yang dimaksud Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah
Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak-pihak, meliputi penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi,

negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 (Rahcmadi Usman, 2002; 15)
mengatur mengenai pilihan dalam penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah
para pihak yang bersengketa, yang lazim disebut dengan istilah Alternative Dispute
Resolution (ADR). Pengertian ADR adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau
beda pendapat melalui prosedur yang disepakati pihak-pihak, sehingga penyelesaian
dilakukan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, dan
konsiliasi, atau penilaian ahli.



Keunggulan-keunggulan alternative penyelesaian sengketa Alternative Dispute

Resolution (ADR) (www.iict.ntm, diakses tanggal 12 Juli 2010) dibandingkan

penyelesaian melalui litigasi:

a.

b.

Adanya sifat kesukarelaan dalam proses, dimana para pihak percaya bahwa dengan
menyelesaikan penyelesaian sengketa melalui ADR akan mendapat penyelesain
sengketa yang lebih baik di bandingkan sistem litigasi, karena dalam proses ADR
tidak ada unsur pemaksaan;

Prosedur yang cepat;

c. Keputusannya bersifat non judicial, karena kewenangan untuk membuat keputusan ada

pada pihak-pihak yang bersengketa;

Kontrol tentang kebutuhan organisasi dimana prosedur ADR menempatkan keputusan
ditangan orang yang mempunyai posisi tertentu;

Prosedur rahasia

Fleksibilitas dalam menentukan syarat penyelesaian masalah dan komprehensip,
dimana prosedur ini dapat menghindari kendala prosedur yudicial yang sangat
terbatas ruang lingkupnya

Hemat waktu dan biayai

. Tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, karena keputusan

yang diambil adalah keputusan yang berdasarkan pada kesepakatan para pihak
pemeliharaan hubungan kerja atau bisnis yang sedang berjalan.

Kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil

Keputusannya bertahan sepanjang waktu, karena jika dikemudian hari kesepakatan

yang telah dibuatnya itu menjadi suatu sengketa lagi, pihak-pihak yang terlibat lebih


http://www.iict.htm/

memanfaatkan bentuk pemecahan sengketa yang kooperatif dibandingkan

menerapkan pertentangan.

2. Konseptual
Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep
khusus yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang

ingin atau yang akan diteliti (soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

a. Hukum Acara Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di  suatu
negara, yang memberi dasar-dasar aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan
prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada sesuatu perbuatan pidana dapat
dilaksanakan, apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut (
Moeljatno, 1955 : 1).

b. Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap
perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya
pidana itu ( Pompe, 1953 : 1)

c. Masyarakat adalah merupakan kelompok-kelompok mahluk hidup dengan realitas-
realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang
menurut pola perkembangan yang tersendiri. Manusia diikat di dalam kehidupan
kelompok karena rasa sosial yang sertamerta dan kebutuhannya (Soerjono Soekanto,

1983 : 15)



d.

Perkara adalah persoalan, masalah sesuatu yang berkenaan dengan urusan dan harus

dibereskan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 32)

e. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan

perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (C.S.T. Kansil, 2002 : 259)

. Sistematika Penulisan

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami isi dalam penulisan skripsi ini
dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi ini disusun dalam

5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN
Merupakan bab yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang
ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari

penulisan, kerangka teorotis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang merupakan bab pengantar dalam pemahaman
pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih
bersifat teoretis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara
teori yang berlaku dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek. Bab ini
menguraikan bagaimana pandangan aliran sosiologis, asas dan prinsip dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Acara pidana, tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.



I11. METODE PENELITIAN
Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah,
sumber dan jenis data, penentuan populasi dan sample, prosedur pengumpulan dan

pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Merupakan bab yang memuat hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari
pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai keterbukaan Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menghadapi pandangan
masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana dan karakteristik responden atas

Hukum Acara Pidana dalam penyelesaian perkara atas dasar kehendak masyarakat.

V. PENUTUP
Merupakan bab yang berisikan hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti

berupa kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang telah dibahas.
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. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Aliran Sosiologis terhadap Hukum

Kasus nenek Minah telah menciderai rasa keadilan di tengah masyarakat, sebab nenek
Minah yang tak tau apa-apa tersebut harus berurusan dengan hukum dan dijatuhi
hukuman oleh hakim. Padahal apa yang diperbuat oleh nenek Minah sangat tidak
berbanding dengan sanksi yang diterimanya. Seharusnya perkara-perkara kecil seperti ini
tidak sampai ke pengadilan dan cukup diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi hukum
berkata lain. Substansi hukum tidak lagi mencerminkan keadilan ditengah masyarakat,

hukum sudah jauh dari nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat.

Menurut Aliran Sosiologis yang dipelopori Hammaker, Eugen Ehrlich dan Max Weber
Hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat. Hukum adalah gejala
masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya dan lenyapnya)
sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari
perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu, menurut aliran Sosiologis, hukum bukanlah
norma-norma atau peraturan-peraturan yang memaksa orang berkelakuan menurut tata
tertib yang ada dalam masyarakat, tetapi kebiasaan-kebiasaan orang dalam pergaulannya
dengan orang lain, yang menjelma dalam perbuatan atau perilakunya dimasyarakat.
Menurut Soekanto (1999 : 36), aliran sociological jurisprudence yang dipelopori

oleh oleh Eugen Erlich, bahwa ajarannya adalah berpokok pada perbedaan antara
hukum positif (kaidah-kaidah hukum) dengan hukum yang hidup ditengah



masyarakat (living law). Sehingga hukum yang positif hanya akan efektif apabila
senyatanya selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat. Erlich juga
mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak pada badan-
badan legislatif, keputusan-keputusan badan yudikatif atau ilmu hukum, tetapi
senyatanya adalah justru terletak didalam masyarakat itu sendiri.
Kasus nenek Minah merupakan masalah ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat.
Banyak substansi hukum yang ada tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat,
hukum tidak lagi mencerminkan perkembangan masyarakat sehingga banyak masalah-
masalah hukum terkini ditengah-tengah masyarakat tidak bisa dijawab oleh hukum,
karena hukum yang berlaku sudah banyak yang usang seperti hukum warisan kolonial

yang masih bersifat positivis.

Secara idialnya perkembangan masyarakat harus diikuti oleh perkembangan hukum.

Dari kasus nenek Minah, penggunaan pranata hukum yang tidak sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan tidak mencerminan nilai-nilai keadilan ditengah
masyarakat hanya membawa ketidakadilan ditengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi
dengan aparat penegak hukum yang masih berpola pikir konservatif dalam menegakkan
hukum. Hukum adalah hasil ciptaan masyarakat, tapi sekaligus ia juga menciptakan
masyarakat. Sehingga konsep dalam hukum seyogyanya adalah sejalan dengan

perkembangan masyarakatnya

B. Asas dan Prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

1. Asas yang terkandung dalam KUHAP

a) Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di depan hukum.



b)

Ini berarti bahwa hukum acara pidana kita itu tidak mengenal apa yang disebut forum
privilegiatum atau perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu dari
suatu tindak pidana, oleh karena harus dipandang sebagai mempunyai sifat-sifat yang

lain daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya.

Larangan untuk main hakim sendiri
Larangan untuk main hakim sendiri ataupun juga dikenal sebagai asas verbod van
eigen rechting. Termasuk pula ke dalam pengertian main hakim sendiri, yaitu

menyelesaikan akibat hukum suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

Sikap hakim yang pasif

Sikap hakim yang pasif dalam proses penuntutan menurut hukum pidana atau yang
dalam bahasa latin juga dikenal sebagai asas iudex ne procedat ex officio. Asas ini
ingin mengatakan, bahwa hakim itu harus bersikap menunggu sampai pejabat yang
berwenang melakukan penuntutan, yakni penuntutan umum telah mengajukan suatu

perkara kepadanya untuk diadili.

d) Keterbukaan dari suatu proses peradilan

Keterbukaan dari sutu proses peradilan atau openbaar heid van het process, yang
artinya adalah bahwa putusan pengadilan itu selalu harus diucapkan di dalam sidang
pengadilan yang terbuka untuk umum, atau pun juga sering dikatakan bahwa putusan
dari pengadilan itu harus dilaksanakan met open deuren atau dengan pintu-pintu
terbuka, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti yang telah ditentukan dalam undang-

undang.



e) Kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara

Dalam mengadili suatu perkara tidak boleh terjadi bahwa hakim itu mendapat tekanan

dari siapapun dan dalam bentuk apapun, baik dari individu maupun dari penguasa.

f) Asas oportunitas

9)

Asas oportunitas adalah asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut
umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau
korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum. (A.Z. Abidin Farid

dalam Andi Hamzah, 2000 : 14).

Pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
menggambarkan secara jelas mengenai oportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa
agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.
Dimana kepada jaksa itu diberikan suatu kewenangan untuk mengesampingkan
perkara, dalam arti tidak mengajukan sesuatu perkara untuk diadili oleh pengadilan,
yakni apabila kepentingan umum atau kepentingan hukum itu telah menghentikan
demikian.

Asas praduga tak bersalah

Pada dasarnya ingin menyatakan bahwa seorang terdakwa itu harus dianggap sebagai
tidak bersalah, yaitu sebelum kesalahannya itu dinyatakan sebagai telah terbukti oleh
pengadilan dan putusan pengadilan yang menyatakan demikian itu telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap.



2. Prinsip yang terkandung dalam KUHAP

a) Prinsip legalitas
Asas atau prinsip legalitas ini dengan tegas disebutkan dalam konsiderans KUHAP
seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi : “Bahwa negara Republik
Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya”.

b) Prinsip Keseimbangan
Asas ini ada dalam konsiserans huruf c¢, yang menegaskan bahwa dalam setiap
penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara :
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusi dalam perlindungan terhadap

kepentingan dan ketertiban masyarakat.

c) Prinsip Differensiasi fungsional
Yang dimaksud dengan differensiasi fungsional adalah penjelasan dan penegasan
pembagian tugas dan wewenang antara jajaran aparat penegak hukum secara
instansional. Dengan demikian KUHAP meletakkan suatu asas “penjernihan”
(clearification) dan modifikasi (modification) fungsi dan wewenang antara setiap
instansi penegak hukum. Akan tetapi penjernihan dan pengelompokkan tersebut,
diatur sedemikian rupa sehingga tetap terbina saling korelasi dan koordinasi dalam
proses penegakan hukum yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu instansi

dengan instansi yang lain, sampai ketaraf proses pelaksanaan eksekusi dan



pengawasan pengamatan pelaksanaan eksekusi. Mulai dari taraf permulaan
penyidikan oleh kepolisiaan sampai kepada pelaksanaan putusan pengadilan oleh
kejaksaan, selalu terjalin hubungan fungsi yang berkelanjutan, yang akan

menciptakan suatu mekanisme saling ceking di antara sesama aparat penegak hukum.

C. Tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tujuan KUHAP dapat kita pahami dengan memperhatikan konsiderans pada huruf c
KUHAP, dimana dinyatakan : “ Bahwa pembangunan hukum Nasional yang sedemikian
itu di bidang Hukum Acara Pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan
kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegakan
hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum,
keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta
kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang

Dasar 1945.

Bertitik tolak pada konsiderans huruf ¢ KUHAP tersebut, dapatlah dirumuskan bahwa

tujuan yang terkandung dalam KUHAP adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Dalam usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang hendak kita capai dengan
penegakan hukum itu, banyak faktor yang mempengaruhi usaha-usaha tersebut. Dalam
upaya tersebut akan terkait aspek pembangunan bidang hukum, aspek penegakan hukum

dan interaksi antara kesadaran hukum masyarakat dan pembangunan.



Asas kesadaran hukum, ialah bahwa tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan
taat kepada hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian
hukum. Pembangunan di bidang hukum dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran
hukum dalam masyarakat sehingga menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan
pembinaan sikap para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum

sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Di satu pihak kesadaran hukum masyarakat, merupakan indikator yang menunjukkan
sejauh mana efektivitas hukum dalam masyarakat. Di lain pihak hukum yang dibentuk
adalah sebagai suatu produk sosial, maka hukum yang terbentuk itu haruslah
mencerminkan aspirasi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Jadi
tegasnya, hukum yang dibentuk itu haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.
Menurut Leopold Pospisil (1988 : 62) ““ Suatu undang-undang yang baik ialah undang-
undang yang berkenaan dengan lubuk hati dan sesuai dengan kesadaran hukum
masyarakat. Undang-undang tersebut hanya dapat terlaksana secara baik bilamana

disambut secara spontan oleh warga masyarakat”.

Ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kesadaran hukum

masyarakat.

a. Faktor kesadaran hukum masyarakat masih rendah
Kecerdasan itu masih menumpuk di kalangan masyarakat perkotaan, belum merata
keseluruh pelosok tanah air. Akibatnya kesadaran penghayatan hak dan kewajiban

hukum, nampaknya jauh lebih menonjol pada lingkungan masyarakat kota. Itu



sebabnya kadang-kadang nilai-nilai kaidah hak dan kewajiban hukum yang mereka
miliki, bersifat antagonostik dan berlawanan dengan hak dan kewajiban yang

digariskan undang-undang.

b. Tingkat kehidupan sosial ekonomis
Faktor sosial ekonomis ikut menghambat penghayatan hak dan kewajiban hukum.
Pada umumnya masyarakat masih disita waktu dan pikirannya melulu untuk bergerak
di bidang perjuangan mencari nafkah. Kepadatan perjuangan lapangan hidup biologis,
menyebabkan mereka belum sempat dan belum tertarik memikirkan hal-hal yang

filosofis dan yuridis.

c. Latar belakang budaya yang masih diliputi sikap paternalisme
Masyarakat kita selalu pasrah kepada mereka yang memegang kekuasaan, mereka
sepenuhnya percaya dan menyerahkan nasibnya kepada kehendak pejabat. Tidak
berkehendak menyerahkan nasibnya di bawah kekuasaan hukum. Bagi mereka hukum
identik dengan pejabat penguasa atau yang memegang power posisi. Akibatnya
mereka tidak merasa perlu dan tidak mau tahu akan hak dan kewajiban yang

diberikan hukum kepadanya.

d. Belum diketemukan pola operasional penyuluhan hukum yang efektif
Tugas penyuluhan hukum bertujuan memasyarakatkan hukum. Karena itu
penyuluhan hukum adalah upaya untuk memasyarakatkan hukum. Sasaran utama
penyuluhan hukum adalah lapisan masyarakat bawah yang masih rendah taraf

kecerdasannya. Akan tetapi sampai sekarang masih belum dijumpai pola yang mantap



dalam usaha ini, baik yang mengenai materi penyuluhan, biaya penyuluhan serta

koordinasi badan-badan yang bergerak di bidang penyuluhan hukum.

2. Pembinaan Sikap Para Pelaksanaan Penegakan Hukum

Maksud dan tujuan KUHAP untuk meningkatkan pembinaan sikap aparat penegakan

hukum tersebut, dapat dilihat pada sistem pengaturan dalam KUHAP:

a. Dilaksanakan pembagian (penjernihan) fungsi dan wewenang masing-masing aparat

penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim) sedemikan rupa, tetapi tetap
dalam suatu koordinasi fungsional dan instansional dengan sistem saling mengawasi
satu sama lain, adalah merupakan tindakan penertiban badan-badan penegak hukum

sesuai fungsi dan wewenang masing-masing.

b. Diadakannya lembaga praperadilan, penyelenggaraan bantuan hukum pada setiap

C.

tingkat pemeriksaan serta ditentukannya syarat, dasar, alasan, dan tata cara
pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, adalah
merupakan jaminan agar aparat penegak hukum bertindak cepat, tepat, cermat

berdasarkan atas hukum.

Dengan sistem pengaturan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dibebani dengan
syarat, dasar, dan alasan yang ketat, merupakan tuntutan bagi aparat penegak hukum
agar mereka meningkatkan taraf kemampuan teknis professional dalam mengemban
tugasnya. Hal mana pula merupakan dorongan bagi aparat penegak hukum untuk

meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat.



d. Terhadap tindakan-tindakan yang berhubungan dengan harkat dan martabat manusia,
di samping KUHAP membebankan syarat, dasar, dan alasan yang ketat, ditentukan
pula batas waktu pelaksanaan tugasnya. Batas waktu pelaksanaan tugas tersebut
nampak dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun
dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong aparat
penegak hukum bersikap cepat, tepat, cermat dalam tindakan dan selalu manusiawi

dalam pelayanan terhadap masyarakat.

3. Menegakkan Hukum dan Keadilan

Tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan adalah merupakan tujuan hukum pada
umumnya dan tujuan Hukum Acara Pidana pada khususnya. Tegaknya hukum,
kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tuntutan manusiawi yang bersifat universal,
setiap orang kapanpun dan dimanapun selalu menginginkan ditegakkanya hukum,
kebenaran dan keadilan itu. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan pembaharuan di
bidang hukum sebagimana diamanatkan dalam GBHN bahwa penegakan hukum,

kebenaran dan keadilan telah dipancangkan sebagai tujuan yang bersifat esensial.

4. Melindungi Harkat dan Martabat Manusia

Secara jujur harus kita akui bahwa penampilan wajah KUHAP sangat berbeda dengan
penampilan wajah HIR. KUHAP lebih menonjolkan perlindungan harkat dan martabat
manusia dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia

daripada penonjolan kekuasaan aparat penegak hukum. Sedangkan HIR lebih banyak



menonjolkan unsur kekuasaan aparat penegak hukum. Jaminan dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia dikebelakangkan.

Perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia sudah merupakan hal yang bersifat
universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan, jaminan dan perlindungan
terhadap hak asasi manusia adalah salah satu essensi pokok yang menjadi dasar legalitas
suatu negara hukum. Pengaturan lembaga praperadilan, penyelenggaraan bantuan hukum,
penetapan syarat, dasar, dan alasan yang ketat dalam pelaksanaan penangkapan,
penahanan, penggeledehan dan penyitaan serta pemeriksaan terhadap tersangka atau
terdakwa adalah jaminan dan perlindungan hukum bagi harkat dan martabat manusia.
Adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, tiada lain bermaksud untuk menjamin

dan melindungi hak asasi manusia.

5. Menegakkan Ketertiban dan Kepastian Hukum

Bahwa ketertiban dan kepastian hukum adalah tujuan utama daripada hukum pada
umumnya dan hukum acara pidana khususnya. Badan legislatif bersama-sama dengan
badan eksekutif membentuk hukum acara pidana, dengan dilandasi oleh tujuan utamanya
yaitu untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum. Kitab Undang Hukum Acara
Pidana telah mengatur sedemikian rupa pembagian dan pembatasan fungsi dan
wewenang masing-masing aparat penegak hukum, dengan maksud agar dalam

melaksanakan tugas penegakan hukum terdapat ketertiban dan kepastian hukum.

Kitab Undang Hukum Acara Pidana telah menyatakan suatu sistem yang disebut

Integrated Criminal Justice System, yang diartikan sebagai suatu Sistem Peradilan Pidana



Terpadu. Dalam sistem tersebut, walaupun diadakan penentuan batas-batas fungsi dan
wewenang masing-masing aparat penegak hukum secara tegas, namun KUHAP telah
menjalin suatu aturan main sedemikian rupa, sehingga masing-masing aparat penegak
hukum tersebut tetap terjalin dalam asatu ikatan kerja sama dan koordinasi fungsional

instansioanl dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.
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I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan

yurudis empiris:

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-
bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan
berhubungan sebagai penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai
dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang

bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan konsep-konsep hukum.

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan
penelitian di lapangan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui permasalahan

yang berhubungan dengan penelitian.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dua sumber yaitu sumber data

primer dan sumber data sekunder.



1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yang dilakukan pada
Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-
bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu antara lain meliputi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum sekunder yaitu meliputi buku-buku, literatur dan karya ilmiah yang
berkaitan dengan permasalahan.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain
meliputi buku-buku, literatur, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti, surat kabar, kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan

ensiklopedia.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya dapat diduga
(Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1989 : 152). Populasi dalam penelitian ini adalah
orang-orang yang berhubungan langsung dengan masalah dalam penulisan skripsi ini.
Penentuan responden pada penulisan ini menggunakan metode pengambilan sample
secara purposive sampling yang berarti bahwa dalam penentuan sample disesuaikan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah mewakili populasi terhadap

masalah yang akan diteliti. Sesuai dengan metode penentuan sample dari populasi yang



akan diteliti secara hirarki sebagaimana tersebut diatas maka responden dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung karang : 2 orang
2. Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung : 2 orang
Jumlah : 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data sekunder, dilakukan  melalui
serangkaian kegiatan dengan cara membaca, mencatat, dan mengutif literatur-
literatur, perundang-undangan, dokumen, dan pendapat para sarjana dan ahli hukum
yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi lapangan guna memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara
dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya (Abdulkadir Muhammad,

2004 : 151).

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan dilakukan pengolahan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali
mengenai kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya sehingga terhindar dari
kekurangan dan kesalahan.

b. Interprestasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan data serta

mendeskripsikannya dalam bentuk uraian untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan.



c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan pokok

permasalahan sehingga memudahkan analisis data.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan
data yang telah diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis
kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang pedalamannya
dilengkapi dengan analisis normatif dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-
bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu
cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian
ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga kesimpulan tersebut dapat

diberikan saran.
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian menggunakan Studi wawancara
terhadap sejumlah responden. Adapun responden tersebut adalah 2 orang Hakim dari

Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 2 orang Jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung.

Pemilihan responden diatas dengan pertimbangan bahwa responden tersebut dapat
menjawab permasalahan dalam skripsi ini, sehingga penelitian ini memperoleh sumber

yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaranya.

1. Responden Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang

a. Nama : Sri Senaningsih, S.H.

NIP : 040064361

Jabatan : Hakim

Instansi : Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang

Alamat - JI. R.W. Monginsidi / JI. Beringin No. 27 Teluk Betung
b. Nama : Ida Ratnawati, S.H.

NIP : 040064500

Jabatan : Hakim



Instansi : Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjung Karang

Alamat - JI. R\W. Monginsidi / JI. Beringin No. 27 Teluk Betung

2. Responden Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

a. Nama : Selamet, S.H.
NIP : 196402251990091001
Jabatan : Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Alamat : JI. WR. Supratman No. 26 Teluk Betung
b. Nama : Jannes Sihombing, S.H.
NIP : 195712161980031002
Jabatan : Sub Seksi Penuntutan Pidana Umum Kejaksaan Negeri
Instansi : Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
Alamat - JI. WR. Supratman No. 26 Teluk Betung

B. Proses penghentian perkara pidana dengan alasan kehendak masyarakat
berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana

Perkembangan dalam masyarakat pada berbagai sektor kehidupan demikian pesat

perubahannya. Sehingga peraturan-peraturan yang hanya mendasarkan semata-mata

kepada Undang-undang saja akan selalu dirasakan seperti ketinggalan, karena undang-

undang selalu dirasakan kalah cepat dibandingkan dengan perkembangan masyarakat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun

dalam Praktek sering juga kasus pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui diskresi



polisi atau melalui mekanisme musyawarah/perdamaian yang ada di dalam masyarakat
yang berupa: musyawarah keluarga, musyawarah desa, musyawarah adat, dsb. Praktek
penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan selama ini tidak ada landasan hukum
formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal telah ada
penyelesaian damai walaupun melalui mekanisme hukum adat, namun tetap saja diproses
ke pengadilan sesuai hukum yang berlaku. Dalam perkembangan wacana teoritik maupun
perkembangan pembaharuan hukum pidana di berbagai negara, ada kecenderungan kuat
untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian

masalah di bidang hukum pidana.

Dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap beberapa kasus-kasus kecil sudah
terbukti tidak mampu mengatasi permasalahan yang ada yang berdampak pada
kesengsaraan rakyat. Pembaharuan penegakan hukum oleh polisi harus lebih banyak
memperhatikan rakyat kecil yang selama ini menjadi korban sistem pemidanaan yang

tidak pada tempatnya.

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. Pol : B/3022/X11/2009/ SDEOPS, tanggal 14
Desember 2009 tentang Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR)
dijelaskan bahwa salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam penerapan Polisi
masyarakat adalah penerapan konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), yakni pola
penyelesaian masalah sosial melalui jalur alternatif selain proses hukum atau non litigasi
antara lain melalui upaya perdamaian. Akhir-akhir ini banyak proses penegakkan hukum

terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil menjadi sorotan media massa



dan masyarakat, terkesan aparat terlalu kaku dalam penegakan hukum, berkaitan dengan

hal tersebut di atas, agar diambil langkah - langkah sbb :

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi
kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR

2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-
pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan
sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.

3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah
mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW
setempat.

4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati
norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan

5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah
masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai
kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.

6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di

sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif .

Penegakan Hukum terhadap beberapa kasus - kasus kecil seperti seperti kasus pencurian
tiga buah coklat yang dilakukan oleh seorang nenek Minah, pencurian kapas oleh Aspuri
yang penyelesaiannya seharusnya dapat melihat dari semua sisi jangan hanya dari
korban tetapi dari pelapor dan juga mekanisme hukum positif kita. Peran dan fungsi Polri
bukan sebagai alat kekuasaan atau pemerintah tetapi sebagai pelayan, pelindung dan

pengayom masyarakat, yang merupakan institusi wakil rakyat dalam melaksanakan



fungsi kepolisian. Oleh sebab itu Polri dalam melaksanakan tugasnya hendaknya
senantiasa menggunakan hati nurani ,otak dan otot, karena yang dihadapi dalam tugasnya
adalah masyarakatnya, manusia yang harus dibimbing, dilindungi dan dihormati hak-

haknya sebagai manusia (Rahardjo, 2000:81).

Pembaharuan penegakan hukum oleh polisi harus lebih banyak memperhatikan rakyat
kecil yang selama ini menjadi korban sistem pemidanaan yang tidak pada tempatnya.
Apa yang diharapkan tentu saja dapat terwujud apabila penegakan hukum benar-benar
memiliki fleksibilitas dengan beralih meninggalkan cara-cara represif dalam menangani
permasalahan yang timbul dimasyarakat dan yang paling penting adalah dapat menjamin
keamanan, melayani kepentingan masyarakat yang dirumuskan sebagai abdi masyarakat

yang berfungsi sebagai pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat.

Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana
hakim memutuskan perkara - perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam
masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat. Kerap
sekali terjadi terutama terhadap perkara - perkara yang mendapat perhatian masyarakat
luas. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Dimana masyarakat
banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun ada juga yang menaruh harapan terhadap
putusan hakim dalam suatu perkara Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan
dianggap sarat dengan nuansa koruptif dan kolutif. Secara umum anggapan itu adalah sah
- sah saja, setidaknya ada alasan dari masyarat yaitu telah hampir hilangnya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga peradilan, disebabkan terbongkarnya berbagai kasus

penyuapan yang melibatkan aparat Pengadilan, terutama hakim. Oleh karena itu seorang



hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis
(hukum) dengan kebenaran fisolofis (keadilan). Seorang Hakim harus membuat
keputusan - keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi

hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang
diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada
kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan
layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana, seorang hakim didasarkan oleh keyakinan

hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti - bukti yang ada.

Putusan pengadilan adalah penyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan
yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan
dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang
berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan pengadilan merupakan
suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan
pengadilan tersebut pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum
dalam perkara yang mereka hadapi. Untuk memberikan putusan pengadilan yang benar-
benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang
melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya
dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang
tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam

hukum adat.



Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Senaningsih hakim Pengadilan Negeri Tanjung
Karang, mengatakan bahwa: Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu
diperhatikan yaitu : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Demikian juga putusan
hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan
yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum),
nilai sosiologis (kemanfaatan),dan folosofis (keadilan). Kepastian hukum menekankan
agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi
hukum/peraturannya. Adapun nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi
masyarakat. Masyarakat mengharapkan bahwa pelaksanaan hukum harus memberi
manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia, maka dalam melaksanakan
hukum jangan sampai justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat,. Demikian juga
hukum dilaksanakan bertujuan untuk mencapai keadilan. Sehingga dengan ditegakkannya
hukum akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Meskipun sebenarnya keadilan

itu sendiri bersifat subyektif dan individualistis.

Dalam memutus suatu perkara, ketiga unsur diatas secara teoritis harus mendapat
perhatian secara proposional dan seimbang. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu
mudah untuk mengusahakan kompromi terhadap unsur - unsur tersebut.
Pertentangan yang terjadi dalam setiap menanggapi putusan hakim terhadap suatu
perkara, dengan apa yang diinginkan masyarakat, biasanya berkisar antara sejauh mana
pertimbangan unsur vyuridis (kepastian hukum) dengan unsur filosofis (keadilan)
ditampung didalamnya. Kepastian hukum harus ditegakkan agar tidak timbul keresahan.
Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati hukum

akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi memang



peraturannya adalah demikian sehingga Undang-undang itu sering terasa kejam apabila

dilaksanakan secara ketat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lda Ratnawati hakim Pengadilan Negeri Tanjung
Karang, mengatakan bahwa: Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim
terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus serta hasil
pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil
putusan. Fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk
dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan
kecerdasan dalam mengemukakan / menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor
penting dalam menentukan terhadap hasil putusan. Oleh karena itu tidak heran jika apa
yang ada dalam pikiran masyarakat dapat berbeda dengan putusan hakim. Maka setiap
individu hakim, dituntut bersikap lebih teliti dan jeli dalam memeriksa perkara dan jernih

serta cerdas berpikir dalam mengambil putusan.

Hakim dituntut lebih bijaksana dalam menyikapi pendapat masyarakat. Pendapat
masyarakat (umum) tidak boleh diabaikan begitu saja dalam mempertimbangkan suatu
perkara. Hakim harus ekstra hati-hati dalam menjatuhkan putusan. Jangan sampai orang
yang tidak bersalah dihukum karena disebabkan sikap tidak profesional dalam menangani
perkara, begitu juga secara mudah pula melepaskan pelaku kejahatan dari hukuman yang
seharusnya dijatuhkan. Hal itu tentu saja harus sesuai dengan keyakinan hakim yang
professional dalam memutus sebuah perkara agar terwujudnya rasa keadilan bagi

masyarakat.



Dalam rangka pengembangan kemampuan Hakim agar dengan wawasan intelektualitas
dan penalarannya mampu menghasilkan putusan-putusan yang bukan saja berdasarkan
hukum dan keadilan, melainkan juga benar-benar mampu mewujutkan tuntutan dan
kebutuhan hukum masyarakat, yang pada akhirnya dengan putusannya tersebut dapat
mewujutkan suatu Pengadilan yang bermartabat atau penegakan hukum yang bermartabat
dalam suatu putusan Hakim. Tugas utama Pengadilan/Hakim adalah menerima,
memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya, tidak boleh menolak
suatu perkara dengan dalil tidak ada aturan hukum yang mengaturnya, maka dalam hal ini
Pengadilan /Hakim dituntut untuk menggali hukum yang berkembang dimasyarakat

sehingga putusan yang dijatuhkannya bisa dianggap adil menurut masyarakat.

Berbicara keadilan adalah sangat sulit, karena menurut pihak yang satu sudah adil, tapi
belum tentu pihak yang lain adil, dan tidak seorangpun yang dapat merumuskan adil
secara interpralistik maupun komprehensif, karena kadang kala adil secara netralpun
tidak mungkin diterima secara memuaskan bagi kalangan masyarakat. Bertambah sulit
lagi menentukan adilnya suatu putusan jika Hakim menerapkan hukum secara “tidak
profesional dan bersikap formalistik legalthinking”, oleh karena itu putusan yang baik

adalah putusan yang memenuhi unsur : yuridis, sosiologis dan philosofis.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Selamet Jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung, berpendapat bahwa, Tidak selalu kehendak hukum selalu sesuai dengan yang
dikehendaki olen masyarakat, maka dalam kehidupan nyata dalam mayarakat kadang-
kadang berbeda dengan kenyataan yang dikehendaki oleh masyarakat dan apa yang

menjadi kenyataan hukum. Contoh kasus yang paling baru adalah kasus Bibit dan Candra



yang melibatkan banyak para petinggi penegak hukum di Indonesia. Namun
kenyataannya kasus tersebut mendapat tantangan dari masyarakat, walaupun kasus
tersebut memenuhi unsur pidana, namun dalam prakteknya mendapat tantangan dari
msyarakat, padahal sangat mungkin kasus tesebut memenuhi semua unsur, namun
ternyata tidak memenuhi salah satu unsur sosiologi hukumnya. Oleh karena itu dari
ketiga unsur yaitu yuridis, sosiologis, filosofis tersebut harus berjalan bersama-sama jika
salah satunya tidak terpenuhi akan melahirkan ketidak adilan seperti yang terjadi dengan

kasusnya Bibit dan Candra.

Berdasarkan wawancara dengan Jannes Sihombing jaksa dari Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung, berpendapat bahwa, kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar
sosiologis harus termasuk pula kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat. Tanpa
memasukkan faktor-faktor kecenderungan dan harapan masyarakat maka perturan
perundangan-undangan hanya sekedar merekam keadaan seketika. Keadaan seperti itu
akan menyebabkan kelumpuhan peranan hukum. Hukum akan tertinggal dari dinamika
masyarakat. Bahkan peraturan perundang-undangan akan menjadi konservatif karena
seolah - olah mengukuhkan yang ada. Hal ini bertentangan dengan sisi lain dari peraturan
perundang-undangan yang diharapkan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Sebagaimana yang terjadi pada kasus Bibit dan Candra para penegak hukum hanya
menggunakan teori kekuasaan, namun tidak sesuai dengan harapan-harapan masyarakat.
Suatu perbuatan hukum vyang dilakukan tanpa memperhatikan pendapat umum
mengandung risiko untuk tidak bisa dijalankan dengan baik. Keadaan yang ini lebih-lebih
akan terjadi, manakala perbuatan hukum itu melibatkan pendapat-pendapat yang

bertentangan dalam masyarakat. Semestinya Kejaksaan Agung menggunakan wewenang



yang diberikan oleh undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kajaksaan yaitu pasal
35 Huruf ¢, Jaksa Agung berwenang mengesampingkan perkara demi kepentingan
umum (hak oportunitas). Dengan demikian, oportunitas Jaksa Agung memiliki
wewenang mengesampingkan perkara Bibit dan Candra demi kepentingan umum.
Penegakan hukum harus mengutamakan rasa keadilan dan berlandaskan hati nurani,
karena itu ketika penerapan tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani, peraturan

itu dapat dilanggar.

Saat proses hukum secara formalitas sudah dilaksanakan dengan benar, tetapi dalam
penerapannya ternyata juga melanggar hak-hak asasi manusia, maka hak asasi manusia
harus menjadi preoritas keputusan, artinya selain pendekatan yuridis nomatif dalam
pengkajian hukum tersebut, hukum juga masih mempunyai sisi yang lainnya, yaitu
hukum dalam kenyataanya di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Hukum dalam
kenyataan dimaksud, bukan bentuk pasal - pasal dalam perundang - undangan, melainkan

sebagaimana hukum itu dioprasikan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.

C. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian
sosiologi hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan

menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap

dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir

untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup



(Soerjono Soekanto, 1979:101). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut

memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan
tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut
senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga, misalnya ada
pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum
dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan
seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan.
Umpamanya, perlu diserasikan antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab
nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik
tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan

keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara
konkrit lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih
konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang
mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan.. Didalam kebanyakan kaidah-
kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
tertentu. Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap
tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut
bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah

konkritisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.



Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan
diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh
kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne LaFavre
1964:59). Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan,
bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti
sempit). Atas dasar uraian tersebut diatas dapatlah dikatakan, bahwa gangguan
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada keserasian antara
“tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.

Gangguan tersebut terjadi, apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang
berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola
perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu
dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata - mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya
adalah demikian, sehingga pengertian “law enforcement” begitu popular. Selain dari itu
maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai
pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang
agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada
perundang-undangan atau keputusan - keputusan hakim tersebut malahan mengganggu

kedamaian di dalam pergaulan hidup.

1. Faktor Hukumnya sendiri yakni Undang-undang

Undang-undang dalam arti materiel adalah peraturan tertulis yang berlaku umum
dan dibuat olen Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Dengan demikian,
Undang-undang dalam materiel (selanjutnya disebut Undang-undang) mencakup:
(Purnadi Purbacaraka, 1979 :153)
a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu

golongan

tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.



Mengenai berlakunya Undang - undang tersebut, terdapat beberapa azas yang tujuannya

adalah agar supaya Undang - undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya,

agar supaya Undang - undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif. Azas-azas

tersebut antara lain (Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto 1979:86) :

1.

Undang-undang tidak berlaku surut artinya Undang-undang hanya boleh
diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-undang tersebut,
serta terjadi setelah Undang-undang itu dinyatakan berlaku.

Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula

Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang
bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus
wajib diperlukan Undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi
peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlukan Undang-undang yang
menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat
mencakup peristiwa khusus tersebut.

Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang
berlaku terdahulu. Artinya Undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana
diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada Undang-undang
baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan
tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan Undang-undang
lama tersebut.

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan



spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian
ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat Undang-undang
tidak sewenang-wenang atau supaya Undang-undang tersebut tidak

menjadi huruf mati.

2. Faktor Penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup
mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang
penegakan hukum yang tidak hanya mencakup “Law enforcement”, akan tetapi juga
“peace maintenance”. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup
mereka yang bertugas di bidang - bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian,
kepengacaraan dan pemasyarakatan. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum
tersebut mempunyai kedudukan (“status”) dan peranan (“role”).
Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum
sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka
diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum,
dimana penilaian pribadi juga memegang peranan di dalam penegakan hukum diskresi
sangat penting, oleh karena (Wayne LaFavre 1964) :
a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga
dapat mengatur semua perilaku manusia.
b. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan
dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga

menimbulkan ketidak pastian.



c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana
yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.
d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara

khusus.

3 . Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga
manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,
keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil

penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di
dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, akan diketengahkan
secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat
mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya
dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-undang, penegak hukum dan sarana atau
fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu
mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada
hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut :

a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan



b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah

d. Hukum diartikan sebagai tata hukum yakni hukum positif tertulis

e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat

f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan
yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya
dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya
adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak
hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai

struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta
dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi
tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah
berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang mempunyai pangkat
terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya. Orang-orang yang berhadapan
dengan polisi, tidak “sempat” memikirkan taraf pendidikan yang pernah dialami oleh

polisi dengan pangkat terendah.

Warga masyarakat mempunyai persepsi bahwa setiap anggota polisi dapat menyelesaikan
gangguan-gangguan yang dialami oleh warga masyarakat, dengan hasil yang sebaik-
baiknya. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang bertujuan supaya warga masyarakat

mentaati hukum, menghasilkan kepatuhan tersebut. Ada kemungkinan bahwa kegiatan



atau usaha tersebut malahan menghasilkan sikap tindak yang bertentangan dengan
tujuannya. Misalnya kalau ketaatan terhadap hukum dilakukan dengan hanya
mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman apabila hukum
dilanggar, maka mungkin warga masyarakat malahan hanya taat pada saat ada petugas

saja.

Hal ini bukan berarti bahwa cara demikian selalu menghasilkan ketaatan yang semu.
Maksudnya adalah bahwa apabila cara demikian selalu ditempuh, maka hukum dan
penegak hukum dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Cara-cara lain dapat
diterapkan, misalnya cara yang lunak atau persuasion yang bertujuan agar warga
masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian
dengan nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat. Kadang-kadang dapat diterapkan
cara mengadakan penerangan dan penyuluhan yang dilakukan berulangkali, sehingga
menimbulkan suatu penghargaan tertentu terhadap hukum (cara ini dikenal dengan
sebutan “pervasion”). Cara lain yang agaknya menyudutkan warga masyarakat adalah
“compulsion”. Pada cara ini dengan sengaja diciptakan sesuatu tertentu, sehingga warga
masyarakat tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mematuhi hukum. Memang, dengan
mempergunakan cara ini, tercipta suatu situasi di mana warga masyarakat agak terpaksa

melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Lawrence M..Friedman, (1977:122) “Faktor kebudayaan yang sebenarnya
bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam

pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari



kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau sub system dari sistem

kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan”.

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut umpamanya, mencakup
lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak
dan kewajiban-kewajibannya dan seterusnya. Substansi mencakup norma-norma hukum
beserta perumusannya maupun cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana
hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup

nilai-nilai.
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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara pidana berdasarkan kehendak masyarakat tidak bertentangan
dengan Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri
No. Pol : B/3022/XI1/2009/ SDEOPS, tanggal 14 Desember 2009 tentang
Penanganan Kasus melalui Alternatif Dispute Resolusion (ADR) dijelaskan bahwa
salah satu bentuk penyelesaian masalah dalam masyarakat adalah penerapan konsep
Alternatif Dispute Resolution (ADR), yaitu Mengupayakan penanganan kasus pidana
yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui
konsep ADR, Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus
disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan
baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan
proporsional, Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada
musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan
menyertakan RT RW setempat.Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan
ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan,
Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah

masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai



kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR,
Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di
sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif .

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian sosiologi
hukum adalah faktor hukumnya sendiri yakni Undang-Undang, faktor penegak

hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

B. Saran

1. Negara sebagai lembaga yang akan mewujudkan harapan masyarakat kepada
kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. Untuk itu diharapkan agar penegak hukum
tidak cukup hanya menerapkan Pasal - Pasal yang ada akan tetapi tidak kalah
pentingnya melihat keadilan di masyarakat, artinya kalau suatu peraturan Perundang-
Undangan mau diterapkan dilihat dulu akan menghasilkan keadilan di masyarakat
atau tidak, kalau tidak menghasilkan keadilan tidak perlu diterapkan.

2. Faktor — faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dari kajian sosiologi
hukum telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin
pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif, akan tetapi diantara semua
faktor tersebut maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu
disebabkan, oleh karena Undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya
dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan

panutan oleh masyarakat luas.






